PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

531491 - 8703408

Jutlan Nyzman Kelraha Tengah Kecamatan Cibinong Felepou (021)
Cibinong 16914

Kenimbang

\dengingat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Homer : 421.1/ 8 &2- Disdik/2015

TENTANG
1ZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH CITTA BANGSA
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

a atkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar
& wujuckan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar,
perlu memberikan ljin Pendinan Taman Kanak-Kanak Sekolah Citta Bangsa yang
bedokasi & Kp Nagrak Ri 0020004 Desa Mangrak Kecamalan Gunung Pulr
Kabupaten Bogor.

b

an Taman Kanagk-Kanak Sekolsh C
Kabupatan Bogor.

1. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
datam Lingkungan Jewa Barat (Lembacan Negara Republik Indonesia Tahun 1850

Nomor 20 Tahun 2003 tenlang  Sisiem Pendidiken Nasional
{ Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2003 Namor 78, Tambahan Lembaran
Megara R lik Ingonesia Nomaor 3390 )

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004
mbaran  Negara Regublik  Indones
oagsia  MNomor 4437}, sc!
n Undang-Undang Nomer 12 ¢
- Undang Nomer 32 Tahun 2004 (Lembaran Negata
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

s

Nomor 27 Tahun 1880, fenf
ingonesia 0
3 Nomae3411)



tiemperhatikan

Bl

Peraluran Pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasional Pendidikan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Namor 41);

Perauran  Pemerintah  Nomor 38 tahun 2007 lenlang Pembagian Urugan
Pemenntahan antara Pemerintah, Pemenintahan Dasrah Provinst dan Pemeriniahan
Kabupalen/ Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4737 );

Peraluran Pemerintah Momor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momer 90, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 4883 )

Peraluran Pemerinlan Memor 17 Tahun 2010, lenlang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomer 23)

Keputusan Menieri Pendidikan Nasional Nomor: 050/4/2002 tanggal 28 April 2002
tenlang Pedoman Pendirian Sekolah

Peraluran Daerah Kabupalen Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tenlang Susunan dan
Hedudukan Organisar Perangkal Daerah | Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor @),
Peraluran Daerzh Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tenlang Pembentukan
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen Boger ( Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomaor 11

. Kepulusan Bupati Bogor Nomor : 081/188/Kpts/ HUKI2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang

Pen Kewenangan Per 1 Administrasi Pelayanan Umum Kepada
Kepala Dinas Pendidikan,

Peraluran Bupali Kabupalen Bogor Nomor 28 Tahun 2008, lentang Wajb Sekolah
Untuk Percepalan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupalen Bogor
Peraluran Bupali Bogor Nomar 41 tahun 2013 lentang Tata Carz Pendirian
Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pancabutan izin Sekalah.

*epulusan Menlen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomar | AHU-

G950 AH G104 Tahun 2013 Pengesahan Yayasan Tanjung Pelangl NPWP
31.777.341.4-403.000 Tanggal 2¢ Oklober 2013

Sural lzin dari Dinas Tala Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor
£42.2/505-05/DTBP/2009 tentang Izin Mendinkan Bangunan {IMB) Untuk Sarana
Penddikan ( Taman Kanak-Kanak | di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Puld
Kebupaten Bogor tanggal 30 April 2009

Rekomendasi dari Kecamalan Guaung Putri Nomor @ 451471X/2014 fanggal 11
Seplember 2014

Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK. DIKDAS dan DIKMEN Il Kecamatan
Gunung Putr Nomor : 422.1/163-Pendas tanggal 26 Mei 2015

Rekomendasi dan Desa Nagrak Nomor - 760/218/1%/14 tanggal 25 Agustus 2014

Surat Pernyataan Tilak Berkeberatan dari TK Al Falah Nomor : 002/5CB-CBAINZ014
langgal 27 Agustus 2014



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

(ETIGA

s

8 Surat Perselujuan Warga/izin Telangga RT, 02/04 Desa Nagrak Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor

8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK,
DIKDAS Dan DIKMEN Il Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN
Memben ijin kepada
Nama Yayasan YAYASAN TANJUNG PELANGH
Alamal Kp. Nagrak Rl 002/004 Desa Nangrak Kecamatan Gunung

Pulri Kabupalen Bogor.
Untuk Mendinkan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama TH SEKOLAH CITTA BANGSA

Alamat Kp. Nagrak Rr. 0021004 Desa Nangrak Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor,

Mulai Tahun Ajaran 201402015

Pemberian ijin sebagaimana dimeksud dalam diklum KESATU, berlaku sepanjang memaluhi
semua kelenluan peraturan perundang-undangan yang berlzku dan wajib melakukan daflar
ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Cinas Pendidikan, seria
penyelenggara atau saluan pendidikan harus -

& menjamin pesarta didik memparoleh skses pelayanan pendidikan, bagi peserla digik
yang ofang lualwalinya lidak mampy membiayal pendidixan, peserta didik pendidikan
khusus, aiau peserta didik di dasrah khusus:

b melakukan danfatau memiasiitasi penjaminan mutu pendidian di saluan atau program
pendidikan dengan berpedoman pada Slandar Nasional Pendidikan;

¢ memfasiiasi pembinaan berkelanjulan kepada peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan danfalau bakat isimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ifmu
pengelahuan, leknologi, seni, denatau olahraga pada tingkal satuan pendidikan,
kecamatan, kabupalenixota, provinsi, nasional dan inlemasional;

d mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan
pendidikan yang berbasis teknoiogi informasi dan komunikasi

e. menjamin jumizh dan kualifikasi pendidik dan lenaga kependidikan sesuai dengan

Slandar Nasional Pendidikan;

menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdir di atas tanah milik sendiri atas nama
yayasan dan alau cara fain yang sesual dengan peraturan/perundang-undangan yang
berlaku. ldak sengketa, dan tidak digunakan untuk keniatan fain selan kegialan proses
pembelajaran

Dalam hai pelsksanaan kegialan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindzh alamal,
berganti yayasan dan alau dipindahlangankan kepada yayasan lain maka kepulusan ini
batal dan harus menguiang mengajukan izin penditian baru



4-

KEEMPAT . Dalam hal pelaksanaan kegialan pendidikan lernyala fimbul kerugian lerhadap pihak lain,
atau peseria didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segaia resiko
yang timbul sepenubnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini
dapal dibatatkan danfatau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan alau kelalaian alas diktum kedua, keltiga dan keempat keputusan
ini baik sengala maupun fidak sengaja sehingga merugkan kewibawaan Pemennlah
Kabupalen Bogor, maka kepulusan ini batal demi hukum;

WEENAM Segala biaya yang limbul akibal dikeluarkannya Kepulusan ini, menjadi bsban dan
langgungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ; Cibinong
Padalanggsl ' 2.9 ~ 4.~ 201C

Tembusan

1 Yih. Direklur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;

2. Yth. Gubernur Jawa Baral

3 Yth. Bupali Bogor melaly Sekretaris Daersh Kabupaten Bogor,

4. Ylh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bagor,

Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Baral

Y. Camat Gunung Puin

Yih, Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK DIKDAS DAN DIKMEN ! Kecamatan Gunung Pulri.
4 Yth. Desa Magrak Kecamatan Gunung Putrl

~ @



NOTARIS
H.FEDRIS, S.H.

DI

KABUPATEN BOGOR

S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-315.HT.03.01-Th. 2004
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004

SALINAN / GROSSE

Perum Cileungsi Hijau
Ji. Thata Hijau Raya No. 6 (samping Rs. Marry) Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820
Telp : (021) 70145157, 82494878 Fax : (021) 82494878,
e-mail : not_fedris@yahoo.com
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NOTARIS - PPAT
H. FEDR]S, S H. AKTA PENDIRIAN YAYASAN

e e i Rare
g 00 Fi s a7

TANJUNG FELANGI

Nomor ¢ 20.-

A

—Fada hari ini, Belasa, pada tanggal 2&-03-2013 ~-—-

Cduapuiuh snan Marel duaribu tigabalas

16.00 WIE (enambalas Waklu Yndongaia

orhadapan dengan saya Haji FEDRIS, Sarjana Hukum,

Hotaris di Kabupaten Bogoir,

an dihadirl olupn -

sakal -~ s

yang saya, Motariz, kenal dan akan

disebut nama-namanya pade bagian akh

3. Tuan BAMBANG SUTEDJO, Master of Science,

Banlarnegara, pada

Langaal 26-03-19%1 (duapulub

enam Maret seriby sembilanra

imapulih tud,

Uarga Megara Indons

ay Wiraswagla, berilempat -

tinggal di o

1 Recapl nomocr Pa Rl

Tetangaa 009, Rubkun Waraa O

ahan Kelapa

dus wetan, Kecamatan Ulracas, Kotamadya Jaba

Vimur, Pemegang Rar Tanda Penduduk nomor

i

BOFRE0:

10003, —~

Z. Nyonya RITA UTARNI. lahir di

Purwokerto, pada —---
tanggal 30111953 (tigapuluh Hopember seribu -
sembilanratus limapuiuh tiga), Warga Megara —-

Indonesia. fbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di-

dalan Ketapi nomor B-147. Rukun Tetanggs 00V,
Rulun Warga 003, Kelurahan Kelapa dua weban,

Kevamatan Ciracas,

"y

Kotamadya Jakarta Ti




NOTARIS - PPAT
H. FEDRIS, S.

Ravm v D12
i
B e 3M |
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sosiala kemanusiaan dan keagamaan.

KEGBIATAN

- Pasal 3 -

Untuk mencapnal maksud dan tuduan tersebut di atas,

maka pengurus berwenang untul menjalank

sabagal berikut

Dibidang sosial msliputi s

l a. Fsayolenggaralan han HaR S

ureug

AFSHiG s St

voTarmal

| b. Menbuba lembaga-lembaga pendids
mulai dari taman kKanake-kanak sanpai dengan -

perguruan tingui;

l c. Mengadaken penslitiasn—penelitian da

giatan uitul kemaivan dalam lapangshy Llmg ——

peng

tahuan dan kehuday

l do Mgmaickan hebudarazan, ilsu pengetahuan dan -

teknoloyi serta kegiatan: Ladinivi

b at mEninglat G5 G

| e, Mendirikan dan Mehvelenggarakan Bants Asuhan

] anal: Yatim Fiatu, Panii Jompo, panti wieda; -

Faliklinik. Ruma

1 Bakit,

' Tu Mendivikan

I Laboratorinms —

| e« Melaksanakan studi banding dibidang sos

| 2. dibidang kemanusiaan meliputi § —

4= Hemberikan bantuan kepada korban bencana alami—

be Meaburikan bantuan kepada tunawisma, Falir

| miskin dan gelandangan

' . fenberikan dan msnyelenggarakan rwmall singgan

dan rumah duka. ——-




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6990.AH.01.04. Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Fedris. SH Nomor 223/NOT/X2013 tanggal
16 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima.
tanggal 18 Okiober 2013;

Menimbang : Bahwa sctelah dilakukan penelifian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Temang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peratran Pemerintash Republik Indonesia Nomer 63 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48%4);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387):

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan.

Tugas, dan Fungsi Eselon [ Kementerian Negara:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M. HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

-

w

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN TANJUNG PELANGI
NPWP: 31.777.341.4-403.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 26 Maret
2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Fedris, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Okiober 2013
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAT ADMINISTRASI HUKUM UMUM




